
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATISUMBAWA,

a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang
selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa telah
dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh
Pemerintah Daerah, sehingga perlu diberikan apresiasi
dan insentif bagi Pemerintah Desa yang berkontribusi
baik dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Dana Insentif Desa di Kabupaten Sumbawa;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58t

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintab Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintab
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6321);

7. Peraturan Pemerintab Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168t Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2094);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
478);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
225jPMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 50jPMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer
Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
199/ PMK.07/ 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian
Dana Desa Setiap Kabupaterr/Kota dan Perhitungan
Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

12. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611);
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Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Pusat , selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintaban negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintaban Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menu rut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB I
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGTATACARAPEMBAGIANDAN
PENETAPAN DANA INSENTIF DESA DI KABUPATEN
SUMBAWA.

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1448);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tabun 2015 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 ten tang Perubaban
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10, Tambaban
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 653);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 638) sebagaimana telah diu bah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 655);

16. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018
ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 94);



Pasa13
(1) DIDesdiberikan kepada Desa yang memiliki kinerja selarna kurun waktu

tertentu.
(2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian atas

pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa
pada tahun ke (N)dan tahun (N-l).
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BABII
SASARANDANWAKTU

Pasal2
(1) DIDesditetapkan dan diberikan kepada Desa dilakukan dengan maksud:

a. merespresentasikan fungsi Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yaitu
mensejahterakan masyarakat Desa melalui tata kelola pemerintahan
yang baik; dan

b. mengakselerasikan penerapan prinsip-prinsip dan asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi seluruh Desa.

(2) DIDesditetapkan dan diberikan kepada Desa dilakukan dengan tujuan:
a. meningkatkan kinerja pemerintahan Desa dalarn hal mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa;
b. sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan tertib administrasi

penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
c. mendorong tata kelola pemerintahan Desa yang berorientasi pada

tercapainya kemandirian Desa.

5. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin
oleh carnat.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan Zatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Dana Insentif Desa yang selanjutnya disingkat DIDes adalah dana yang
dialokasikan dalarn APBD kepada Desa tertentu berdasarkan kriteria
tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan
kinerja tertentu di bidang tata kelola perencanaan keuangan Desa serta
dimensi Indeks Desa Membangun.

12. Desa calon penerima DIDes adalah Desa yang direkomendasikan oleh
Carnat kepada Bupati untuk dilakukan penilaian indikator kinerja dengan
mempertimbangkan kelayakan tata kelola Desa pada bidang tata kelola
perencanaan dan keuangan Desa serta dimensi Indeks Desa Membangun.

13. Hari adalah hari kerja.
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Pasal7

(1) Indikator penilaian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a dilakukan berdasarkan penilaian indikator kinerja tertentu pada

Bagian Ketiga
Indikator Penilaian

Pasal6

(1) Pemerintah Daerah menetapkan 10 (sepuluh) Desa penerima Dana
Insentif Desa berdasarkan Kategori Penilaian Umum.

(2) Pemerintah Daerah menetapkan 15 (lima belas) Desa Penerima Dana
Insentif Desa berdasarkan Kategori Penilaian Tematik.

(3) Penentuan desa penerima Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Alokasi

Pasal5

(1) Pemerintah daerah mengalokasikan DIDes dalam Alokasi Dana Desa
setiap tahun anggaran.

(2) DIDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2,5% (dua
setengah perseratus) dari anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima
Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kesatu
Perhitungan

BABIV
PERHITUNGANDANPENETAPANALOKASIDANAINSENTIFDESA

Pasal4

(1) Jenis Kategori Penilaian Kinerja Desa di pilah menjadi duajenis yaitu:
a. Kategori Penilaian Umum; dan

b. Katergori Penilaian Tematik.

(2) Kategori Penilaian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah penentuan desa-desa penerima dana insentif desa berdasarkan
hasil penilanan seluruh indikator kinerja Desa.

(3) Kategori Penilanain Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah penentuan Desa penerima Dana Insentif Desa berdasarkan pada
kategori-kategori tematik tertentu.

(4) Kategori Penilaian Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KATEGORIPENILAIANDANAINSENTIFDESA

(3) Waktu penilaian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling
lambat pada triwulan ketiga.

(4) Waktu pengalokasian Dana Insentif Desa diberikan pada tahun (N+1)
setelah penilaian dilakukan.
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Pasal8
(1) Indikator kinerja penyusunan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan penilaian berdasarkan variabel
penilaian sebagai berikut :
a. tahapan dan tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa

dalam penyusunan RKPDes;
b. kesesuaian perencanaan terhadap dokumen hasil penyusunan

RKPDesdengan dokumen RPJMDes;
c. penetapan Peraturan Desa tentang RKPDestepat waktu; dan
d. ketersediaan dan validitas data profil desa sebagai dasar penyusunan

perencanaan dan penganggaran.
(2) Indikator kinerja penyusunan APBDes sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan penilaian berdasarkan variabel
penilaian sebagai berikut :
a. tahapan dan tingkat partisipasi BPD dan Pemerintah Desa dalam

penyusunan APBDes;
b. kesesuain perencanaan antara dokumen RKPDes dengan dokumen

APBDes;
c. ketersediaan infografis atau media inforrnasi lainnya tentang APBDes;

dan
d. penetapan Peraturan Desa tentang APBDestepat waktu.

(3) Indikator kinerja penganggaran dalam APBDes sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2)huruf c, dilakukan penilaian berdasarkan variabel
penilaian sebagai berikut :
a. pertumbuhan Pendapatan AsHDesa terhadap Pendapatan Desa;
b. persentase belanja pelayanan dasar terhadap Belanja Desa;
c. persentase belanja pemberdayaan masyarakat terhadap Belanja Desa;
d. persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun

Sebelumnya terhadap Belanja Desa; dan

(2) Indikator kinerja tata kelola perencanaan dan keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang dapat
digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja sebagai berikut :
a. penyusunan RKPDes;
b. penyusunan APBDes;
c. penganggaran dalam APBDes;dan
d. pengelolaan keuangan Desa.

(3) Indikator kinerja dimensi Indeks Desa Membangun.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang dapat
digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja sebagai berikut :
a. ketahanan sosial;
b. ketahanan ekonomi; dan
c. ketahanan linkungan

(4) Indikator penilaian tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1)
hurufb ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

bidang tata kelola perencanaan dan keuangan desa serta dimensi Indeks
Desa Membangun.
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b.

c.
d.

e.
f.
g.

Y

(4) Indikator kinerja pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan penilaian berdasarkan variable
penilaian sebagai berikut :

a. pertanggungjawaban penggunaan APBDes yang tertib;

b. laporan Realisasi Keuangan Desa Semester Pertama dan Akhir Tahun
tepat waktu;

c. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ke Bupati tepat
waktu;

d. laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)ke
BPD tepat waktu; dan

e. pemberian Zpenyebaran bukti infonnasi penyelenggaraan
pemerintahan kepada masyarakat Desa tepat waktu.

(5) Indikator kinerja Ketahanan Sosial sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7
ayat (3) huruf a, dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian
antara lain:

a. Pendidikan: Angka Partisipasi PAUD, Kompetensi Tenaga Pendidik
PAUD;

b. Pendidikan: Angka Dropt-Out Menuju Nol (ADONO), capaian
pendidikan kesetaraan;

c. Kesehatan: AngkaKematian Ibu Melahirkan Menuju Nol(AKINO);
d. Kesehatan: Angka Kernatian BayiMenuju Nol;
e. Kesehatan: Tingkat Kehadiran Sasaran di Posyandu;
f. Kesehatan: Status Gizi Masyarakat (stunting), prevalensi ibu hamil

KEK,pemberdayaan Sumber daya Kampung KB;
g. Sanitasi: BABSMenuju Nol(ODF);
h. terlayaninya kelompok perempuan dan disabilitas;
i. identitas hukurn : persentase capaian adrninduk terhadap jurnlah

penduduk;
j. penurunan angka Kerniskinan:Rurnah tidak layak huni;
k. Akses ke air bersih dan air Minum;
1. Jalan Desa, irigasi; dan
m. kualitas dan kuantitas penangan konflik di Desa.

(6) Indikator kinerja Ketahanan Ekonorni sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan penilaian berdasarkan variabel
penilaian antara lain:
a. kontribusi BUMDes dan lembaga usaha Desa lainnya terhadap

Pendapatan AsHDesa (PADes);
dukungan anggaran APBDesa terhadap permodalan BUMDES dan
lembaga usaha Desa lainnya;
ketersediaan inisiatif produk unggulan Desa;
ketersediaan anggaran APBDesa untuk ekonorni produktif untuk
perernpuan;
rnanajernen pengelolaan BUMDesyang sehat;
one village one product (kornoditasdan wisata);
koperasi Desa Sehat;

e. adanya program atau kegiatan Inovasi Desa.
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b. Penanggungjawab: Sekretaris Daerah
c. Ketua : KepalaDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
d. Sekretaris : KepalaBidang Pemerintahan Desa
e. Anggota-anggota : Perangkat Daerah teknis

(3) Penilaian terhadap Desa calon penerima DIDes dilakukan dengan
tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Camat menyampaikan rekomendasi desa calon penerima DIDes

kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) desa dalam 1 (satu) kecamatan,
dengan rnempertimbangkan kelayakan tata kelola desa yang baik
berdasarkan indikator kinerja yang dinilai;

b. dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan indikator kinerja tata
kelola desa, Camat diminta mengumpulkan data dari tingkat desa
bagi desa yang direkomendasikan sebagai desa calon penerima DIDes
dan disampaikan pada tim penilai;

c. data-data indikator penilaian bidang tata kelola keuangan Desa, akan
dilakukan verifikasidan validasi oleh tim penilai;

d. berdasarkan data hasil penilaian, tim penilai melakukan
pemeringkatan indikator kinerja dengan metode proporsi scoring; dan

: Bupati Sumbawaa. Pembina

Pasal 10
(1) Penilaian terhadap Desa calon penerirna DIDesdilakukan oleh tim penilai

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur

unsur:

Bagian Keempat
MekanisrnePenilaian

Pasal9
Uraian bobot penilaian indikator kinerja tata kelola keuangan Desa, bobot
penilaian indikator kinerja Indeks Desa Membangun dengan masing-masing
variabel penilaiannya tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

·h. pertumbuhan UMKM/KUBE;dan

i. pemenuhan saran a olahraga Desa.
(7) Indikator kinerja Ketahanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) huruf c, dilakukan penilaian berdasarkan variabel
penilaian antara lain:
a. dukungan anggaran APBDes terhadap Kelompok Pengelola Sampah

yang ada di Desa, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST),
Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R),Bank
Sampah (zero waste); dan

b. dukungan anggaran APBDes terhadap potensi rawan bencana dan
tanggap bencana.

(8) Dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat
(7)menggunakan hasil pemuktahiran Data Indeks Desa Membangun.
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BERITADAERAHKABUPATENSUM8AWATAHUN2020 NOMOR

Diundangkan di Sumbawa 8esar
pada tanggal
SEKRETARISDAERAHKABUPATENSUMBAWA,

HA~ID

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal ? f~rv-n" uU)

Z~:;:;t
~.( M. HUSN~

Pasal 12
Peraturan 8upati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasall1

(1) Mekanisme Penyaluran Dana Insentif Desa berpedoman pada tata cara
penyaluran Alokasi Dana Desa.

(2) Penggunaan dana Insentif Desa berpedoman pada ketentuan penggunaan
Alokasi Dana Desa.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyaluran dan penggunaan DIDes

e. berdasarkan hasil pemeringkatan indikator kinetja, tim penilai
mengusulkan 10 (sepuluh) desa yang memenuhi kualifikasi sesuai
dengan kriteria umum dan 15 (lima belas) desa yang memenuhi
kriteria tematik kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan sebagai
desa penerima DIDes.



o.......

z_Cia



o::t
Io

I.{)

o::t
Io

o::t
Io

v-
Io

E-<o
00o
00

o::t
Io



o

~
~

~oo
N

V
Io

V
Io

~
Io

¢
Io

00

V
Io



IJ')-

?ft-o-

......
rfJ
ctl

E
t.8
!:l......

'¢

§
"0
o

C")-

'¢
Io

E-<o
COo
CO



"'"Io"'"Io

::f!.oo
"'"



~
I=l
I

'Cd...........
I=l

~o
Cil

~o
Cil

<:j"
Io

V
Io

V
Io



.
-N

'¢
I

o
'¢
Io

~oo
N

II
o

'¢
Io

'¢
Io

E-<o
IIIo
CO

'¢
Io



'<j""
Io

'<j""
Io

enoo:z.....
Cl

'<j""
Io

'<j""
Io

G:'
00°
COQ.
<COO
..Z......
C'I) ;j
(\j .'"":'1....,;j

.- s::§ 4)

00::E

~

'<j""
Io



~o
N

'<j-
Io

<::t
Io

.c

. . .
-N('I')

§
.!:L::·ca
rtJ
Q.).......
(1)
rtJ.....
"0

......
"0

E-<o
COo
CO

'<j-
Lo

'<j-
Lo



r-o
COo
CO

<j-
Io

<j-
Io

<j-
Io

<j-
Io

<j-
Io



o
N

'#.oo
.-t

oo
.-t

~.-......-E-<
~
Cl)c

:::R.o
N

7
Io

.....
~.....o
0.,

N
I
.-t

'It
Io

I!

E-<o
00o
00

'It
Io

L,

»:
I-


